BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesmpulan

Dari pendlitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

a. Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam menentukan kebijakan kesepakatan kerja
waktu tertentu dalam hubungan kerja di PT. Indomarco Bandar Lampung yakni:
menentukan bentuk kesepakatan kerja waktu tertentu yang akan didaftarkan
antara pengusaha dengan pekerja, menentukan syarat dan isi kesepakatan
berdasarkan ketentuan dari antara pengusaha dengan pekerja sesuai dengan
Permenaker Nomor 02/MEN/1993, melakukan evaluasi kesepakatan kerja waktu
tertentu antara pengusaha dengan pekerja yang akan didaftarkan pada dinas
tenaga kerja, menanyakan kembali pada pihak-pihak terkait mengenai waktu kerja
dan waktu istirahat dalam kesepakatan kerja waktu tertentu, meminta laporan
khusus ketenagakerjaan dari perusahaan yang akan menerapkan kesepakatan kerja
waktu tertentu tersebut untuk pelaporan atau mendaftarkan ke kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigras dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sgjak
ditanda tangani (penandatangan perjanjian kontrak kerja), Dinas Tenaga Kerja
mengcross-check Daftar Isian Kesepakatan Kerja (DIKK) untuk waktu tertentu

bersamaan dengan pendaftaran.
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b. Faktor-faktor penghambat dalam menentukan kebijakan kesepakatan kerja waktu

tertentu dalam hubungan kerjadi PT. Indomarco Bandar Lampung antaralain:

1).

2).

Dinas tenaga kerja mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan
kesepakatan kerja waktu tertentu karena PT. Indomarco Bandar Lampung
menerapkan otorisasi perusahaan terkait kontrak Kesepakatan kerja antara
pekerja dan pengusaha. Otorisasi ini juga bisa berasal dari kehendak
pengusaha, jika para pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerja
waktu tertentu tersebut maka apabila terdapat pembaharuan dapat diadakan
yaitu 30 hari setelah kesepakatan kerja yang cukup lama akan didaftarkan ke
dinas tenaga kerja. Kebijakan dari dinas tenaga kerja sesuai dengan
Permenaker No 02/MEN/1993 menyatakan bahwa dalam pembaharuan
kesepakatan ini hanya dilakukan 1 (satu) kali dan tidak boleh melebihi dari 2
(dua) tahun sedangkan pihak PT. Indomarco Bandar Lampung sering
mengakhiri kesepakatan kerja waktu tertentu sebelum waktunya berakhir atau
selesainya pekerjaan tertentu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kerja
dengan alasan demi efisiensi perusahaan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung kurang berperan aktif dalam
melakukan pengawasan, pembinaan dan menentukan kebijakan kerja waktu
tertentu, apabila dalam pel aksanaan kesepakatan kerja waktu tertentu terdapat
permasalahan atau perselisihan antara PT. Indomarco Bandar Lampung dan
pekerja, dinas tenaga kerja Kota Bandar Lampung kurang responsif karena
menilal hal itu adalah perselisihan internal perusahaan, sehingga dinas tenaga

kerja Kota Bandar Lampung baru mengambil tindakan setelah adanya
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pengajuan penyelesaian perselisihan dari pekerjayang diwakili serikat pekerja

dan pihak perusahaan.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah:

a. Dinas tenaga kerja hendaknya perlu melakukan koordinasi dan mangjemen lebih
baik lagi kepada PT. Indomarco Bandar Lampung agar tidak mengalami kesulitan
daam menentukan kebijakan kesepakatan kerja waktu tertentu karena PT.
Indomarco Bandar Lampung menerapkan otorisasi perusahaan terkait kontrak
Kesepakatan kerja antara pekerja dan pengusaha sehingga kebijakan dari dinas
tenaga kerja sesuai dengan Permenaker No 02/MEN/1993 dalam hal kebijakan
kesepakatan kerja waktu tertentu dapat berjalan optimal.

b. Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya instansi yang berwenang dalam
bidang ketenagakerjaan yakni Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung
hendaknya peran aktif sebagai pengawas dari hubungan kesepakatan kerja waktu
tertentu tersebut sehingga apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerja waktu
tertentu terdapat permasalahan atau perselisihan antara PT. Indomarco Bandar
Lampung dan pekerja, maka penyelesaiannya dapat diselesaikan secara bipartrid
antara PT. Indomarco Bandar Lampung dan pekerja melalui serikat pekerja

dengan cara musyawarah mufakat.



